BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI : .

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 34 TAHUN 2018
TENTANG
PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

bahwa untuk mencapai tujuan organisasi melalui

kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
melakukan pengendalian atas penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Pemerintah wajib melakukan

“‘

Menimbang Doa.

Pimpinan Instansi

penilaian risiko;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian

Risiko Pada Perangkat Daerah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

‘Mengingat ;1
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi
Sumatera Bagian Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 29)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat Il
Tanjung Jabung dengan mengubah Undang -
Undang Nomor 22 Tahun 1956 tentang perubahan
Daerah Otonom di Daerah Sumatera Bagian Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 19§5
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2755);
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3. Pt‘n_\'crnhun Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat
penandatangan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
an paling lambat 1 bulan setelah Dokumen Pelaksanaan

Yang dilakuk
Anggaran diterima oleh Kepala Perangkat Daerah.

PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

1I.
Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada

sebanyak mungkin pegawai pada Perangkat Daerah.
Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen Rencana Tindak
Utama

acuan pelaksanaan atas Kegiatan

Pengendalian menjadi

Perangkat Daerah.
Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak

Pengendalian yang ditujukan kepada Bupati melalui Inspektorat paling
lambat akhir bulan Februari tahun berikutnya. Pelaporan menggunakan

Form 8 dan 9.
TINDAK

III. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RENCANA

PENGENDALIAN

Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan reviu
untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Tindak Pengendalian telah
dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan

perbaikan atas Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

IV. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dilakukan oleh

Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Scanned by CamScanner



